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ABSTRAK  

 Indirect evidence merupakan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan 

bahwa pelaku usaha telah melakukan perjanjian kartel, indirect evidence digunakan 

karena sulit untuk mendapatkab bukti langsung. Menurut peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 72 disebutkan bahwa alat bukti 

petunjuk merupakan pengetahuan Majelsi Komisi yang olehnya diketahui dan 

diyakini kebenarannya. pada beberapa putusan terakhir Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha banyak menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti petunjuk. Peraturan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa 

untuk membuktikan kartel Komisi harus berupaya untuk memperoleh satu atau lebih 

alat bukti  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif  penelitian yaitu 

dengan penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka menelaah peraturan 

perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

antimonopoli dan persaingan usaha, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  

Nomor 1 Tahun 2010 dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 

Tahun 2010. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan 

pengaturan indirect evidence yang digunakan sebagai alat bukti tunggal dalam 

pengambilan keputusan dibandingkan dengan pasal 183 KUHAP 

 Penggunaan Indirect evidence sudah beberapa kali digunakan sebagai alat 

bukti tunggal untuk membuktikan adanya perjanjian kartel hanya saja penggunaan 

indirect evidence ini masih dipermasalahkan karena penggunaannya sebagai bukti 

tunggal yang bertentangan dengan pasal 183 KUHAP mengenai kewajiba dua alat 

bukti. 
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THE CONTRADICTION OF APPLICATION OF INDIRECT EVIDENCE AS A 

SINGLE TOOL IN DISPUTE RESOLUTION OF BUSINESS COMPETITION IN 

KPPU ARTICLE 183 KUHAP CONCERNING THE OBLIGATION OF TWO 

EVIDENCE 

 Cristian Tanuatmadja 

1587081 

ABSTRACT 

Indirect evidence is an evidence that is used to  prove that business actors has made a 

cartel agreement, indirect evidence is used because it is difficult to obtain direct 

evidence. According to the rules of the business completion supervisory commission 

number 1 of 2010 article 72 it is stated that the evidence is a knowledge of the 

Commission Council which is known and believed to be true. In the last few case the 

Business Competition Supervisory Commission uses indirect evidence as an evidence. 

Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 4 of 2010 

states that to prove the cartel the Commission must obtain one or more evidence. 

This research uses normative juridical, normative juridical is a research which is 

conducted through literature studies, examines the laws and regulation in the form of 

law number 5 of 1999 concerning antimonopoly and business competition, regulation 

of Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2010 and regulation 

of The Supervisory Commission Business Competition Number 4 of 2010. This 

Research is descriptive analytical which is descrive the indirect evidence which is 

used as a single evidence in decision making compared to article 183 KUHAP 

Indirect evidence has been used several times as a single evidence to prove the 

existence of a cartel agreement only the use of indirect evidence is still at issue 

because of its use as a single proof that contradicts the universal principle in 

Indonesia, namely the principle of unus testis nullus testis. For that reason, of course 

there must be an evaluation of the use of indirect evidence so that its use does not 

contradicts with article 183 KUHAP 
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